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a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah
satu bentuk penghargaan yang diberikan kepada Aparatur
Sipil Negara yang memiliki dasar hukum, pedoman dan
kriteria penilaian yang terukur untuk meningkatkan kinerja,
disiplin, motivasi, proporsionalitas dan profesionalisme dalam
memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat;
bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
menyatakan pemberian tambahan penghasilan kepada
Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah ditetapkan dengan
Peraturan  Kepala Daerah dengan  memperhatikan
kemampuan keuangan;

bahwa sehubungan adanya perubahan indeks
penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati
Kampar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan
Pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Kampar, perlu dilakukan penyesuaian dan

perubahan;




Mengingat

1.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Kampar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Kampar;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersth dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851),

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
{(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2022 Nomor
143, Tambahan Lexﬁbaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801};

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Taﬁun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);




5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Kampar Di Provinsi Riau (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6964);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomeor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 6037) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajamen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Repl.;blik Indonesia Nomor
6477,

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerinta‘ﬁ Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6718};




11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi
ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi
pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546};
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900-4700 Tahun
2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri
Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil
Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kampar Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3);

Peraturan Bupati Kampar Nomor 56 Tahun 2019 tentang
Nomenklatur, Kelas dan Nilai Jabatan Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar (Berita Daerah
Kabupaten Kampar Tahun 2019 Nomor 56);




Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR

SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

KAMPAR.

Pasal 1

Ketentuan Pasal 8 dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 4

Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur

Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar

(Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024 Nomor 4)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kampar

Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

Kampar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan

Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun

2024 Nomor 9) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 8

Basic TPP ASN dihitung dengan menggunakan rumus sebagai

berikut :
Basic TPP ASN = Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas
jabatan x indeks kapasitas fiskal daerah x
indeks kemahalan konstruksi x indeks
penyelenggaraan pemerintah daerah.
Keterangan :
a. indeks kapasitas fiskal Daerah Kabupaten Kampar memiliki
nilai bobot 1,140.

b. indeks kemahalan konstruksi memiliki nilai bobot 98,34.

c. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah memiliki nilai
bobot 1




Pasal Il

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 26 Mei 2025
BUPATI KAMPAR,

ttd
AHMAD YUZAR
Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 26 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

HAMBALI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025 NOMOR 21
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